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GAMBARAN UMUM

O 1 . Prinsip Penilaian Domain
Tata Kelola

ANALISIS KESENJANGAN

02 . Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2022

03.

04.

ELABORASI
PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM

il

—

Domain Tata Kelola Memiliki Bobot 25% pada
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Merupakan proses/implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan
oleh IPPD (perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut);
Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang
telah dilakukan/dipenuhi oleh IPPD terkait substansi indikator dimaksud
yang telah terdokumentasi secara formal.

Data Pendukung berupa dokumen formal hasil proses/implementasi dari
substansi indikator dimaksud.




03

04

05

DAFTAR INDIKATOR s ot (2
KEMATANGAN ARSITEKTUR SPBE IPPD 06 KEMATANGAN LAYANAN PUSAT DATA

KEMATANGAN PETA RENCANA SPBE IPPD 07 KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

KEMATANGAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE 08 KEMATANGAN SISTEM HUBUNG LAYANAN IPPD

KEMATANGAN INOVASI PROSES BISNIS SPBE 09 KEMATANGAN TIM KOORDINASI SPBE IPPD

KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE 10 KEMATANGAN KOLABORASI PENERAPAN SPBE

Setiap Indikator Tata Kelola Berbobot 2.5%



DOMAIN TATA KELOLA

Capaian Nasional 2021 2022

Pada Rerata Indeks
1,89 1,85

Domain Tata Kelola
SPBE

O ’I Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih
lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

O 2 diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain
Kebijakan

O 8 >= 50% pada Kementerian dan LPNK telah
mencapai nilai Baik

Kelompok Lembaga Lainnya, Pemprov, Pemkab,
O 4 dan Pemkot masih dibawah 40% yang telah
mencapai predikat Baik

Pemerintah 2021: 1,80
2022: 1,74

Instansi  2021: 2,32
Pusat 2022: 2,44 Daerah

PERSENTASE DOMAIN TATA KELOLA SPBE

B ndeks >=2,6 M Indeks <2,6

50,00%

38,24%
23,66%

KEMENTERIAN LPNK LEMBAGA PROVINSI KABUPATEN KOTA
LAINNYA

Legend:
" LPNK:Lembaga Pemerintah Non Kementerian
= Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.



PEMENUHAN KRITERIA UMUM , SRS

(SEDERHANA)

5 - OPTIMUM OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

4 TERINTEGRAS| & TERSTRUKTUR  KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUAS,
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

3 - TERSTANDARDISASI SEMUA —

Merujuk pada kriteria
— muatan/cakupan, proses dan
lingkup penerapan

2 - TERKELOLA SEBAGIAN —

1-RINTISAN KONSEP/DRAFT DOKUMENTASI TATA KELOLA
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INDIKATOR 11  ©

Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah




ARSITEKTUR SPBE

“Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis,
data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur
SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.




Ruang Lingkup

Dokumen disusun mencakup seluruh muatan Arsitektur SPBE IPPD sesuai pedoman penerapan Arsitektur SPBE
dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Muatan Arsitektur SPBE IPPD terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE
Referensi Arsitektur: Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.

6 (enam) Domain Arsitektur: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi,
Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan
paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD




REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

« Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

o Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE

« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

« Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN,
NETRAL, PROFESIONAL DAN BERLANDASKAN HUKUM

KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH

| |

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
— —

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS

Visi dan Misi SPBE

<
L
-5
LL
< £ S,
(0) = 5
O 5 =
FNS
Arsitektur SPBE
Domain Layanan SPBE '

Domain Proses
Bisnis

Domain Domain Data dan
Aplikasi Informasi

Domain
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE

AERRRRRD P

Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemda

it

Tujuan dan Sasaran SPBE

I

Arsitektur SPBE

‘ I"rﬂei’nerta-ns.i Arsitektur
Domain Arsitektur

E

Metadata Arsitektur

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

Komponen yang diperlukan
dalam proses menyusun
keterpaduan Arsitektur SPBE

J

Klik Untuk

Referensi

12



https://drive.google.com/file/d/16OkclWq4Z2n0hgp8lr8kfweaBwTz3jht/view?usp=sharing

INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum/sudah memiliki
konsep dokumen Arsitektur

SPBE atau masih dalam proses

penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

e Draf yang memuat
rancangan Arsitektur SPBE

® Notulensi / catatan /
laporan hasil penyusunan
rancangan Arsitektur SPBE

e Undangan rapat
penyusunan rancangan
Arsitektur SPBE

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
Arsitektur SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki
dokumen Arsitektur SPBE
yang mencakup sebagian
Referensi Arsitektur dan
Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen yang memuat
Arsitektur SPBE yang
menggambarkan
sebagian Referensi
Arsitektur SPBE dan
Enam Domain Arsitektur
SPBE serta telah
didokumentasikan secara
formal

Level 3

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE
yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan
Domain Arsitektur SPBE serta telah
didokumentasikan secara formal

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang
didalamnya mencakup seluruh Referensi
Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur

SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah:
Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan
Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur
Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur
Layanan.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3




a). ARSITEEKTUR PROSES BISNIS SPBE

D Nama OPD Nama Urusan Uraian Proses Bisnis Referensi Hode iD
Proses RPJIJMD Arsitektur Model Metadata
Bisnis Nasional Referensi Terkait

P.1 Inspektorat Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kesekretariatan 09.07 L.163,
dalam bidang kesekretariatan negara Negara L.164,
termasuk di dalamnya pengawasan A.002
Nemerintah

b). ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE l

ID Meta
Kode Ko nanggungjawab
m Nama Data Uraian Data Tujnan Data et M T e I S oat=
erikail
D.0OO01 Data Aset Daerah |Berisikan data jumlah aset Bertujuan untuk membuat 09.02 Data 14 Badan 1L.166,
daerah yang bergerak dan laporan aset daerah Keuangan Pendapatan, A_O37
tidak bergerak 09.03 Data Pengelolaan
Informasi Keuangan dan Aset
Daerah
c). ARSITEKTUR LAYANAN SPBE —H
Rode Referensi i i i =
Layanan Nasional .
L.OO1 |Layanan Layanan untuk layanan Online berupa Website 01.01 Informasi 1 DOkumen yang memuat ArSItektur SPBE ya ng F
Rt | e et T didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur
e st g SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah
svebhicte ——— — —
d). ARSITEKTUR APLIKASI SPBE _J didokumentasikan secara formal.
ID Nama Aplikasi Uraian Fungsi Kode Model Layanan Data y=
Referensi yang digunal 1:
SPBE didukung 0 g . .
A.001 | STHARKA Sistem Informasi Harta Mencatat penghasilan _ |01.02 Aplikasi|Layanan Data Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: Arsitektur
Kekayaan ASN pertahun, laporan Administrasi peclaporan kepegawa: . . . .
kekayaan pegawai Pemerintahan |kekayaan Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi;
pegawaa o . . .
Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi;
e) ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE l Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.
1. PERANGKAT KERAS SERVER
D Nama Server | Deskripsi Jenis Status Nama pemilik Unit pengelola | Lokasi perangkat keras| Kapasitas Jumliah ID
penggunaan | kepemilikan server memori kapasitas metadata
(GB) penyimpanan terkait
f). ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE
1. PERANGKAT KERAS KEAMANAN
Umnit
Nama Security - Status Pengelola ID Metadata
D Deoles Deskripsi Security Device | Tipe Security Device Kepemilikan Nama Pemilik Security Terkait
Device
CCTV untuk memantau
- pelanggar lalu lintas dan o e I.PKS.003,
K. PKK.001 CCTV E-Tilang pernantanan dinerat CCTV Outdoor Milik Sendiri DISKOMINFO DISKOMINFO LPKS.006




INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar
Arsitektur SPBE Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi
secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh Referensi
Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang sesuai dengan
standar Arsitektur SPBE Nasional

e Notulensireviu Arsitektur SPBE yang dilakukan
berkesinambungan

e Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan
rekomendasi perbaikan yang aktual

e Bukti undangan rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur
SPBE (opsional)

BAB 4
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Proses bisnis merupakan suatu langkah awal yang sangat penting dalam

hasilkan sistem i i antar OPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten

yang saling teri lan bisnis bagi organisasi adalah jela
karakteristik dan tujuan dari proses organisasi. Pemodelan proses bisnis digambarkan
pada level 0 dimana memuat seluruh proses bisnis OPD yang terdiri dari proses bisnis

ial yang menjadi dalam proses bisnis utama

yang merupakan proses inti dari OPD, dan proses bisnis pendukung dalam pelaksanaan
proses bisnis utama. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi,
misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0,
mengacu kepada dokumen rencana strategis OPD, dokumen tugas dan fungsi OPD, serta

lainnya yang barkan keluaran utama yang dibutuhkan

oleh OPD. Pada tabel berikut merupakan rangkuman proses bisnis dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten- Gambar alur data proses bisnis dijabarkan pada
Lampiran 4

Tabel 4.1 berikut merupakan list proses bisnis yang dimiliki lingkungan

Pemerintahan Kabupateoj NN
Tabel 4.1 List proses bisnis yang dimiliki OPD Lingkungan Kabupaten -
Kode
OFD Utama Lainnya
1 Penyelenggara Otenomi OPD terkait
Dacrah
P
1 Bagian Pengumpulan bahan Perubahan
administrasi Prasana pengangkatan/pemberhenti | Regulasi
pemerintahan an Bupati dan Legislatil
1 Bagian : i P Urusan K
ini i i dengan
pemerintahan Dacrah lain

1 Bagian Penerimaan kunjungan

kerja
pemerintahan

1 Bagian P K
administrasi umum

pemerintahan

Buku 2

Arsitektur Proses Bisnhis, Data
dan Informasi, Aplikasi SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Tahun 2020

Buku 3
Arsitektur Infrastruktur SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Buku &
Arsitektur Keamanan SPBE

Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Tahun 2020




INDIKATOR 11
Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)

Dokumen Lama

$

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan .........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal ..............(K/L/Pemda)
belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Bil

turunan atas Peraturan ............(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE
Internal

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut

Buku 2

Arsitektur Proses Bisnis, Data
dan Informasi, Aplikasi SPBE

Tahun 2020

Buku 3

Tahun 2020

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Level 5

Dokumen Arsitektur SPBE IPPD telah dilakukan pemutakhiran
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi
tindak lanjut penyempurnaan Arsitektur SPBE

® Dokumen Arsitektur SPBE IPPD yang berlaku sebelumnya;

® Dokumen Arsitektur SPBE IPPD telah disempurnakan dan

telah ditetapkan

Buku 4
Arsitektur Keamanan SPBE

Tahun 2020

Dokumen Baru




Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat
daerah  melakukan koordinasi
internal, untuk menyusun
Arsitektur SPBE IPPD. Kegiatan ini
dapat dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Menyusun Arsitektur SPBE

Menyusun artefak dari metadata
Arsitektur SPBE IPPD yang selaras
dengan referensi Arsitektur SPBE
Nasional dan muatan yang terdiri dari
6 (enam) domain Arsitektur SPBE:
Domain Proses Bisnis; Domain Data
dan Informasi; Domain Aplikasi SPBE;
Domain Infrastruktur SPBE; Domain
Layanan SPBE; dan Domain
Keamanan SPBE (Perpres 95/2018).

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menetapkan Arsitektur SPBE

Setelah  ditetapkan  Arsitektur  SPBE
Nasional diharapkan dapat menyusun dan
menetapkan dokumen Arsitektur SPBE IPPD
yang selaras dengan referensi Arsitektur
SPBE Nasional dan muatan yang terdiri dari
6 (enam) domain Arsitektur SPBE: Domain
Proses Bisnis; Domain Data dan Informasi;
Domain Aplikasi SPBE; Domain Infrastruktur
SPBE; Domain Layanan SPBE; dan Domain
Keamanan SPBE.
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INDIKATOR12 @

Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

] [/




PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta
pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT

. Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi
Pusat/pemerintah daerah




Ruang Lingkup

Seluruh muatan Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana
SPBE.

Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE;
Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN.
Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
aparatur negara.

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan
Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD.

Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat
dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Review dilakukan bila ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional,
perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE
Nasional




REFERENSI PETA RENCANA SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



Arsitektur SPBE s
Nasional

Peta Rencana Nasional

menjadi dasar

Arsitektur SPBE

Instansi Pusat Renstra

Arsitektur SPBE

Pemerintah
Daerah

t é’ SPBEE

e N
C Peta Rencana SPBE
Tata Kelola Manajemen Layanan Infrastruktur
Review 5 tahunan SPBE SPBE SPBE SPBE
Aplikasi Keamanan -
SPBE SPBE Audit SPBE
Peta Rencana

Pusat

Peta Rencana
SPBE

Pemerintah
Daerah

Rencana Kerja

dan Anggaran

Klik untuk >>> Referensi



https://docs.google.com/document/d/16W6aeXAjVC7gEYCzfRm5FI93diePs2tW/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true

INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 3

IPPD sudah memiliki dokumen Peta Rencana
SPBE yang mencakup keseluruhan muatan

Level 2 Peta Rencana SPBE
IPPD sudah memiliki
Level 1 dokumen Peta Rencana Kriteria Bukti Dukung:
IPPD belum/sudah memiliki SPBE yang mencakup ® Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE
konsep dokumen Peta sebagian muatan Peta yang didalamnya mencakup seluruh
Rencana SPBE atau masih Rencana SPBE Referensi Peta Rencana SPBE serta telah
dalam proses penyusunan didokumentasikan secara formal
Kriteria Bukti Dukung: ® Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya
Kriteria Bukti Dukung: ® Dokumen yang memuat adalah: Tata Kelola SPBE; Manajemen
e Draf yang memuat Peta Rencana SPBE yang SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE;
rancangan Peta Rencana menggambarkan Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit
SPBE B sebagian muatan Peta TIK.
e Notulensi/ catatan/ Rencana SPBE serta telah
|aporan hasil penyusunan didokumentasikan secara qubqrqn
rancangan Peta Rencana formal Bukti Dukung

SPBE

® Undangan rapat
penyusunan rancangan
Peta Rencana SPBE

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan Peta
Rencana SPBE )

Level 3




_ o Baseline Target

No Project/Activities ‘ uic 2022 2023 | 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)
L’:d'ka‘ (Indikator) (Target) | (Target)

INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: {Inisiatif Strategis)

A |[{Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

- [(Keaqiatan)

- |{Keqgiatan)

B |(

Program})

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

- [(Keaqiatan)

- [(Keaqiatan)

(Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

- [(Keaqiatan)

- |{Kegiatan)

(Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

- [(Keaqiatan)

- [(Keaqiatan)

A |{Program)

(UJIC)

(Baseling)

(Target)

(Target)

(Kegiatan)

(Kegiatan)

(Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

(Kegiatan)

(Kegiatan)

(Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

(Kegiatan)

(Kegiatan)

A |[{Program)

(i)

(Baseline)

(Target)

(Target)

(Kegiatan)

(Kegiatan)

\

/
e . o Baseline Target
/, No Project/Activities uic 2022 2023 ‘g 2024
Rl SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indikator Pe_rsentasg rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) 80 100
terintegrasi
Indikator |Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine 268 335
Indikator Elglnélsr&_?gwnm yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi 34 34
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPEBE KEMENKES: Laianan Kesehatan Terinteirasi
Direktorat
Kebijakan Layanan Kesehatan Pelayanan .
A Berb]asis Ele:tronik Keseyhatan Belum Ada 1 Kebijakan
Rujukan
_ |Penyusunan Kebijakan Layanan 1 Kebijakan
Kesehatan Berbasis Elektronik
Penetapan Kebijakan Layanan 1 Kebijakan
" |Kesehatan Berbasis Elektronik
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
- |Kebijakan Layanan Kesehatan 1 Kebijakan
Berbasis Elektronik
Direktorat
B Pedoman ImpIemen‘Eam Telemedicine | Pelayanan Belum Ada 1 Pedoman
Public Kesehatan
Rujukan
Y\ Penyusunan Pedoman Implementasi 1 Pedoman
\ ~ | Telemedicine Publik
\\‘ _ |Penetapan Pedoman Implementasi 1 Pedoman
Y Telemedicine Publik
“\ Pembaruan Arsitektur SPBE Instansi :;::::?1[::1 .
\ C |Pusat untuk Layanan Kesehatan Belum Ada i
\ Terintegrasi Kes?hatan
\ Rujukan

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup
seluruh Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara

formal

Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE dan Audit TIK.



INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE
Dituangkan

(2/3)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

I BIROKRAST \

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAgGMl DA
Level 4 BUku 6 I l‘::l‘g:::JA ((:21;950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARAT!
Prioritisasi, Peta rencanadan i i i ot 111

e Kisaran Anggaran SPBE PERHITUNGAN TAHUN 2020 @
IPPD sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang = ™ OMPONEN SUBKOWP, AKUN] DETIL ¢ amak sarua] oo wavh
dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran, dan telah ‘ mpgnmmﬁ% ' oy
dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. o . g & |

( KPPN.133-JAKARTA IV )

522191 |Belanja Jasa 52.800.000 RM
( KPPN.133-JA

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi seluruh
muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran 3 tahun terakhir yang didalamnya tercantum
program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut

Jasa Konsultansi £ ion 1,00 PKT 75.132.00( 75.132.000
522151 [Belanja Jasa Prof 90.000.000 RM
( KPPN.133-JA] )
Tahun 2020 - sumber/Pg G x 2 JAM x 15 KL] 60,00 0K 1.500.00 90.000.000

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

¢ NOtUIenSI haSII e Peta Rencana SPBE yang Pada Pengaturan Peraturan ..........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan

berkESinambungan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal ..............(K/L/Pemda)

q . . . . . belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.
e Hasil evaluasi/reviu yag berisi konten isu/permasalahan dan
k d q b k I Tindak Lanjut :

rekomendasl per aikan yang actua Dilaksanakan penyusunan-kebijakan turunan atas Peraturan ............(Pimpinan K/L/Pemda)

o Bukti undangan ra pat eva'uasi peta rencana SPBE atau tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE
Internal

dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)




INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE

(3/3)

Buku 6

Prioritisasi, Peta rencana dan
Kisaran Anggaran SPBE

Tahun 2020

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada 8 weneo(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal ..............(K/L/Pemda)
belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
o

peny turunan atas Peraturan ...........(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis ik sebagai hasil Peta Rencana SPBE
Internal

Dokumen Lama

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut

¥

Buku 6
Prioritisasi, Peta rencana dan
Kisaran Anggaran SPBE

Dokumen Baru

Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan pemutakhiran
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi
tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE

® Dokumen kebijakan IPPD yang berlaku sebelumnya;

e Dokumen kebijakan IPPD yang memuat pengaturan/norma

Peta Rencana SPBE yang telah disempurnakan dan telah

ditetapkan.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
UNIT ORG : (01) K ian Penday Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNIT KERJA : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ALOKASI : Rp. 255.341.194.000
Halaman : 111
PERHITUNGAN TAHUN 2020 so/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ cp
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) @) 3) (4) (s) (6)
> HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA 5.700.000
- Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Arsitektur 5,00 OP 1.140.004 5.700.000
SPBE Nasional diatas Rp 200 Juta s.d. Rp 500 Juta
522131 [Belanja Jasa Konsultan 75.132.000 RM
( KPPN.133-JAKARTA IV )
- Jasa Konsultansi PMO SPBE Nasional 1,00 PKT 75.132.00( 75.132.000
522151 |[Belanja Jasa Profesi 90.000.000 RM
( KPPN.133-JAKARTA IV )
- Narasumber/Praktisi [2 ORG x 2 JAM x 15 KL] 60,00 OJK 1.500.00¢ 90.000.000
522191 [Belanja Jasa Lainnya 52.800.000 RM
( KPPN.133-JAKARTA IV )




Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat
daerah  melakukan  koordinasi
internal, menyusun dan
menetapkan dokumen Peta
Rencana SPBE IPPD yang selaras
dengan Peta Rencana SPBE
Nasional. Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh Koordinator
SPBE.

Menyusun Peta Rencana SPBE

Menyusun dan menetapkan dokumen
Peta Rencana SPBE IPPD yang selaras
dengan Peta Rencana SPBE Nasional
yang terdiri dari 7 (tujuh) muatan Peta
Rencana, vyaitu Tata Kelola SPBE,
Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE, dan Audit TIK
(Perpres 95/2018).

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menetapkan Peta Rencana SPBE

Setelah ditetapkan Peta Rencana SPBE
Nasional diharapkan dapat menyusun
dan menetapkan dokumen Peta
Rencana SPBE IPPD yang dituangkan
melalui rencana kerja dan anggaran 3
(tiga) tahun terakhir.

|
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Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE.
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KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan
anggaran SPBE”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD




Ruang Lingkup

Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan
penganggaran yang terpadu dan terkendali.

Disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD.

Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit
kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK.

Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali
pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.




REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

« Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 20 s.d. 22)

o PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

. Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

Unit Kerja/Perangkat Inventarisasi
Daerah Fungsi TIK - Kajian Kebutuhan

Mengonsultasikan

Unit Kerja/Perangkat Daerah
Fungsi Perencanaan dan
Penganggaran

Arsitektur
SPBE

Terpadu

Terkendali

RKA/
DPA

Peta Rencana
SPBE

S S S R S S |
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Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)

Level 1
Rencana dan Anggaran SPBE

IPPD belum atau sudah tertuang

dalam RKA/DPA

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen RKA/KL atau DPA-
Pemda yang berisi program/
kegiatan penerapan SPBE

e Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan Rencana
dan Anggaran SPBE

e Undangan rapat penyusunan

rancangan Rencana dan
anggaran SPBE

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
Rencanan dan Anggaran
SPBE

Level 2

Rencana dan anggaran SPBE
IPPD sebagian
dikonsultasikan kepada unit
pengelola TIK di Instansi
Pusat/ Pemerintah Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen RKA/KL unit
kerja atau DPA-Pemda
Perangkat Daerah yang
memuat anggaran SPBE,
sebagian mengacu pada
peta rencana SPBE.

e Dokumen yang berisi
hasil konsultasi sebagian
anggaran SPBE dengan
unit pengelola TIK dan
didokumentasikan secara
formal.

Level 3

Seluruh Rencana dan Anggaran
SPBE IPPD dikonsultasikan
kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen RKA/KL atau DPA-
Pemda mengacu pada peta
rencana SPBE dan seluruhnya
sudah dikonsultasikan dengan
unit pengelola TIK serta
didokumentasikan secara
formal.

e Dokumen SOP terkait proses
konsultasi perencanaan dan
anggaran SPBE unit
kerja/Perangkat Daerah
kepada unit kerja/perangkat
daerah fungsi TIK (opsional).

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3




Rekomendasi Anggaran

Unit Kerja/Perangkat
Daerah

Mengajukan
program kerja
pengembangan
spbe dan
anggaran

Unit Pengelola TIK

Melaksanakan : Menyusun hasil |:
reviu ' Reviu

Unit Perencanaan

Tindak Lanjut

pada

penganggaran

D T - -
T

- -t
B bw——-

O

T e P, S S
PR L B L

Bt b’ -y e b e e

. Cw—— T . —

.. - -~

Seluruh Rencana dan Anggaran
SPBE IPPD dikonsultasikan
kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen RKA/KL atau DPA-
Pemda mengacu pada peta
rencana SPBE dan seluruhnya
sudah dikonsultasikan dengan
unit pengelola TIK serta
didokumentasikan secara
formal.

e Dokumen SOP terkait proses
konsultasi perencanaan dan
anggaran SPBE unit
kerja/Perangkat Daerah
kepada unit kerja/perangkat
daerah fungsi TIK (opsional).
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INDIKATOR 13
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE I i —

Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai materi sebagaimana
tersebut di atas, berikut disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut
1. Mendasar pada perubahan SOTK baru serta adanya pandemi covid19 , maka [::::%°::
diperiukan Lol
(2/3) NOTULEN a. Review terhadap Arsitektur SPBE yang meliputi domain arsitektur Proses Tl
Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur T
Tanggal 6 Mei 2020 iy ) S 7l .
Infrastruktur SPBE, domain a ektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur
Fulol 10.00's/d selesai Keamanan SPBE dan arsitektur Layanan SPBE untuk
Tempat Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika - . _—
1aikan dengan kondisi yang ada
Level 4 " o S
2. Perwakilan Bappeda c. Reviu Peta Rencana SPBE untuk mengakomodir adanya perubahan belania
Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah terpadu dan
. . . . d. Pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga belanja REKOMENDASI
terkendali pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan |_¥  TIK dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan Dari hasi eenni. materi torscbut & aten, berion
) . . a disampaikan rekomendasi sebagai berikut
fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan o pengRngpaoan. 1. Melakeanakan revs Arsitekur SPBE yang meliputt
. . . . e. Reviu dan evaluasi proses bisnis ke arah penyederhanaan dengan tujuan a. Arsitektur Data dan informest;
pada rencana kerja dan anggaran yang di reviu dan evaluasi terwujudnya layanan SPBE yang lebih mudah dan efektif b. Arsitekcur Infrastrukur SPBE;
H H 2. mempersingkat alur dalam proses penyederhanaan proses bisnis A ST
secara periodik e e P 4. Arsektur Keamanan SPBE; dan

3. Pemantauan terhadap pengembangan/pembangunan aplikasi SPBE pada ¢. Arsitektur Layanan SPBE.
perangkat daerah melalui reviu peta rencana SPBE sehingga

. . . pengembangan /pembangunan aplikasi SPBE dapat dikendalikan oleh unit kerja
Kr'te ria BU kt' DU kU ng: yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Y Dokumen SOP terka It proses penyusunan dan atau DOkumen 4. Perlu kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Perbup

No. 81 Tahun 2019 yang mengatur penetapan ruang lingkup,

RKA/KL atau DPA'Pemda terka't Renca na dan Anggaran SPBE penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi
Terpadu yang dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah e ons Secaat i St e s iovea SR BERS

5. Perlunya kebijakan khusus yang mengatur tentang manajemen c

Melakukan

yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran turunan dalam Pasal 34 tentang manajemen data pada Perbup, No. 81 ot l‘
dan dldokumentaSIkan secara fOFma| untuk lebih jelas dalam mengatur Satu Data Kabupaten Madiur iika

Unit kerja/perangkat daerah

dimaksud dapat berupa Perbup. maupun Surat Keputusan Bupati

® Notulensi hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang
dilakukan berkesinambungan

e Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan
rekomendasi perbaikan yang aktual

e bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE,
dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan
Anggaran SPBE (opsional).

fidak

X =

ya

Melakukan
verifikasi atas
belanja TIK

Perencanaan penganggaran TIK
Unit Kerja/perangkat daerah TIK

A

7
Melakukan
Jika telaah belanja Menyusun
TIK mengacu anggaran (RKA
pagu anggaran DIKL)
(RKADIKL)

Unit Kerja/perangkal Daerah
Perencanaan
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Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)

Level 5 e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut

Rencana dan Anggaran SPBE
® Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD erlaku sebelumnya;
® Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE IPPD yang telah
disempurnakan dan telah ditetapkan

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah dilakukan revisi pada tahun
anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Dapat memantau keseluruhan perencanaan dan anggaran, melalui dashboard

f<=}  Evaluasi Anggaran SPBE

liil

Evaluast Anggaran SPBE _
|« Dashboard

Rekomendasi Clearance

B« ~ | Proses Rekomendasi Clearance REALER Proses Rekomendasi Sl
JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN SPBE TAHUN 2021
B Clearance -

Pengajuan Clearance

liil
m
>
3
8
]
3
E]
)
]
@
a

ong:am
Verifikasi Clearance

= Evaluasi Anggaran SPBE Joshua Ariel Perkasa, S.ST.

| ¥

Rekomendasi Clearance NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN
Daftar Pengajuan Clearance B Evaluasi Tahap 1 v .
Rek 3
[ Dokumen Referensi KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) RINCIAN OUTPUT (RO)
Tal
Nama Program _ nnnnnn agung Jawab No. Kontak Tol. Pengajuan " status Aksi KN
Pers l 2 PTKIN

B Dokumen Referensi ﬁé

o— B pendidikan dan Tenaga Kerja

032022 B )
20: 2
URUSAN PEMERINTAHAN

Detail Pengajuan Clearance

NAMA PENANGGUNG JAWAB

NOMOR PENANGGUNG JAWAB NAMA URUSAN
- — TAHUN ANGGARAN PETA RENCANA
0 <
NAMA PENANGGUNG JAW. NOMOR PENANGGUNG JAWAE _
o . e Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat

proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalan fungsi TIK dan validasi oleh
fungsi perencanaan




kkkkkkk Gara

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat
daerah  melakukan koordinasi
internal, menyusun dan
menetapkan Tata Kelola Rencana
dan Anggaran SPBE yang selaras
dengan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE. Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh Koordinator
SPBE.

Menyusun Rencana dan
Anggaran SPBE

Menyusun dan menetapkan Tata Kelola
Rencana dan Anggaran SPBE yang
terpadu dan terkendali oleh Unit

Kerja/Perangkat Daerah yang
menangani perencanaan dan
penganggaran, yang dikonsultasikan
secara teknis melalui Unit
Kerja/Perangkat Daerah yang

menangani TIK agar selaras dengan
Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE
(Perpres 95/2018).

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Rencana dan
Anggaran SPBE

Penerapan keterpaduan anggaran
belanja TIK dapat dibuktikan
dengan adanya mekanisme
konsultasi dan keterpaduan dalam
dokumentasi formal pembahasan,
konsultasi, verifikasi, RO anggaran
TIK terpadu, dan sebagainya.
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Inovasi Proses Bisnis SPBE
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INOVASI PROSES BISNIS SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

« Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.




Ruang Lingkup

IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE IPPD dan
didokumentasikan berpedoman pada proses penyusunan peta bisnis proses IPPD.

Disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE
dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map
sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.




REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE

« Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 23 s.d. 25)

« PermenPANRB No. 19 Tahun 2018

« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRAS!

v v v
P PROSES UTAMA <> PermenPANRB 19/2018
2 it
m PNK- 01 ) = § pernpelis renage Kesehatan
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Redesign

07. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (Vp]
1) Dikbud 2)Dikbud Prov 3) DP2KBP3A 4) Dissukcapil E
PNK 01 / 08. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal (7)) R k

02. Peningkatan Pelayanan Keschatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan | 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) Disperindag 4) Disdukcapil — ewor
MENINGKATNYA DERAJAT KESEH KAT Bemsje — o
1) Dinas 2) Fasyankes 3) Sekolah 4) Kader Puskesmas 09. Peningkatan Pembinazn dan Pelestarian Budava wn

B E———
PNK-01.0 03. Peni il i d 2) Dikbud Prov 3] Disporapar 4] BCB. 5) Museum ()
e PNK-01.03 1) DinasKesehatan 2)Kecamatan 3) Kelurahan 4) DP2KBP3A Belai Kajian Sejarah (7] .
Peningkatan Keselamatan Ibu hamil, 3 o 7) Asosiasi lby foii=a 10. Peningkatan Pengambangan Budaya Baca dan Pembinazn 8 RemOV"lg
. ; N Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 04, Peningkatan | Penyaki Eempustelzen o
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. - 11. Peni Bahan Pustaka d n
05. Peningkatan Pendidikan Dasar B b @
-01. PNK-01.04 1) Dikbud 2)Dikbud Prov 3)LPMP 4) DP2KBP3A . - — .
PNK-01.02 ) Balai Kajian Sejarah_6) Belai Bahasa 7) Disteka 9 LaEn BER=ed Yo i % Outsource
i 06. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Te ndidika -
Penlrfgkatan Pelayanan Kesehatan PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT — 2']'mkm — :::zm — 12. Peningkatan Keluarga Berencana i
Balita, Anak Usia Sekolah, dan MENULAR Bmr e SRS | 1) Deaxrea 2l pustesnes 5)Dinkes 4)Dinos 5)BOCN 6] Eecomatan él:.)
Remaja e

Replace /
Automation

Peta Relasi

Peta Sub-Proses 1-N




INDIKATOR 14

Inovasi Proses Bishis SPBE

(1/3)

l

Level 1

IPPD belum/sudah memiliki
konsep dokumen Proses Bisnis
atau masih dalam proses
penyusunan atau memiliki
dokumen Proses Bisnis namun
belum sesuai pedoman yang
berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

e Draf yang memuat
rancangan Model Peta Bisnis
dan atau Peta Proses Bisnis

e Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan rancangan
Model Proses Bisnis

e Undangan rapat penyusunan
rancangan Model Proses
Bisnis

e Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan Proses
Bisnis

Level 2

IPPD sudah memiliki dokumen
Proses Bisnis sesuai pedoman
yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

® |PPD menyusun peta proses
bisnis menggunakan
pedoman PermenPANRB
No. 19 Tahun 2018, peta
level 0, sub-proses level 1-n,
peta relasi, cross functional
map.

® Dokumen peta bisnis
tersebut sebagai dokumen
as-is, inovasi dilakukan
berdasarkan dokumen
melalui BPR.

e Dokumen Model Peta
Proses Bisnis masing-masing
level dan pendukung yang
sesuai dengan pedoman
yang berlaku dan
didokumentasikan secara
formal.

Level 3

IPPD telah melakukan perbaikan pada
Proses Bisnis sebagai bentuk
penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumen Model Peta Proses Bisnis
yang telah dilakukan perbaikan
dan didokumentasikan secara
formal

e Bukti dukung adanya dokumen
Proses Bisnis saat ini (as-is)dan
Proses Bisnis Harapan (to-be),
menggunakan BPR.

Gambaran
Bukti Dukung
Level 3




KEPUTUSAN .......ooooevireenennnns.
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI ............(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

5. Analisis Value Added Ratio (VAR)

1 Hari efektif = 5 Jam

Tahap Persiapan
[ |

a dan Evaluasi

SPBE
Surat Lokus dan

 Evaluasi SPBE

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tim Asesor
Eksternal Pemantauan dan Evaluasi SPBE

n Membentuk Tim Asesor Eksternal
Teknis

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

i 5 25:00 v Menunggu

IPPD telah melakukan perbaikan pada Proses Bisnis
sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah
dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara
formal

e Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat
ini (as-is)dan Proses Bisnis Harapan (to-be),
menggunakan BPR.

C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS)

D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)

[ OTOMATISASI ]

REWORK




¥ BPMN - The Nobel Prize * - Visual Paradigm Enterprise - O X
I N DI KATO R ] 4 Dash Project msm Agile Diagram View Team Tools. Modeling Window Help
5 | BPMN-The Nobel Prize > BPMN - The Nobel Prize (v =1 /3
Inovasi Proses Bisnis SPBE F
m E} Al d 3000 invitati Iconfidential
Aroun invitations/confidential
= nomination forms are sentto selected No
% Q |N0mmat0rs |
(2/3) IR
g Q % g Send Collect Scrccn&Sclcct Determine Need = S;::ddp\_ﬁ‘tof = 3\?‘:::;:&"
% i i © Nomination Fom °°;'P'm gm'j;?;";w or Export "'Em.éiic"l'"“"’ : Rei.i
_ E E Eﬂ)m Yaar ne1 I IOHTE j."ll'l I‘ ales sistance Exm §
1a3| ! i ] f e B
Level 4 1B 2| B ..J : L )% L : .
31w - IYI ----- Selected Prell Candidates
o Nominators “ Completed Nomination Foms Pldmnzycmdam st "':“"‘
. . . [ Nurrlnamn Fom NulTInaTan Form [ Candidates Assessment
IPPD telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang = : . —..,TYTYTYYYT|!|| ! :
diterapkan melalui sistem elektronik, serta telah dilakukan reviu i ; ; ] i
dan evaluasi secara periodik =zl B : | '
E % W .:. Identify B Send Nominee = v .;. Assess Send Candidates
~ % E 51 Candidates Asscssmcr:_]—ho
o g Nominee(s) Formis) omination s Work Report
o 9 a 40 = : " na;szum( ! : Cemplated
Kriteria Bukti Dukung: ™ : g
. . o . . 1] 10
® Dokumentasi Model Inovasi Proses Bisnis telah dilakukan = : v
peningkatan melalui sistem elektronik (Pemodelan proses I je’
bisnis menggunakan Enterprise Architecture software) I -
® Notulensi hasil reviu Inovasi Proses Bisnis yang dilakukan I -~~~
. i I Eman S8 [ -
secara berkesinambungan, ==
e Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan
rekomendasi perbaikan yang actual OTOMATISASI REWORK
® bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan
atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis. Hasil Reviu Proses Bishis
opsional
( p ) Analisis:
Pada Pengaturan Keputusan .............. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan

perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan
dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan.kebijakan perbaikan atas Keputusan.............. (Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Proses Bisnis




INDIKATOR 15

Inovasi Proses Bishis SPBE

(3/3) Dokumen Lama

\ 4

Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:

Pada 8 wrneesenennse(PIMIPI K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan
perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan
dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :
Di atas impinan K/L/Pemda)

tentang Proses Bisnis

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut

KEPUTUSAN ....occccervcrncnennen
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN ............. NOMOR.......... TAHUN
TENTANG PROSES BISNIS DI ........... (K/L/Pemda)
» DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA ......cc.c..ccvrrren :

Dokumen Baru

MADAN PEMIRINSA KTUANGAN
REPUBLIX INDONESIA

Level 5

IPPD telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang
diterapkan melalui sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil
reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk
dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Proses Bisnis

® Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku

sebelumnya;

Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan

telah ditetapkan




Koordinasi Internal

Seluruh  unit  kerja  dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi internal, menyusun
dan menetapkan Peta Proses
Bisnis sesuai dengan
PermenPANRB 19/2018
secara lengkap. Kegiatan ini
dapat dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

_|_

Menyusun Peta Proses Bisnis SPBE

Penyusunan Peta Proses Bisnis
sesuai dengan PermenPANRB
19/2018 secara lengkap mulai dari
Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n,
Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi
(Cross Function Maps) sebagai
dokumentasi Proses Bisnis as-is.
Inovasi Proses Bisnis dilakukan
melalui Rekayasa Proses Bisnis.
Rekayasa Proses Bisnis, dapat
dilakukan ~ dengan  mengubah
aktivitas konvensional yang
diterapkan dalam menjalankan
tugas/layanan diubah ke dalam
penerapan sistem elektronik
(sebagai contoh
registrasi/reservasi  permohonan
layanan).

Menyusun Peta Proses Bisnhis SPBE

Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai dengan
PermenPANRB 19/2018 secara lengkap mulai
dari Peta Proses, Peta Sub Proses 1-n, Peta
Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (Cross Function
Maps) sebagai dokumentasi Proses Bisnis as-
/s. Inovasi Proses Bisnis dilakukan melalui
Rekayasa Proses Bisnis. Rekayasa Proses
Bisnis, dapat dilakukan dengan mengubah
aktivitas konvensional yang diterapkan dalam
menjalankan tugas/layanan diubah ke dalam
penerapan sistem elektronik (sebagai contoh
registrasi/reservasi permohonan layanan).
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Pembangunan Aplikasi SPBE

] [/




PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui
siklus pembangunan aplikasi”

Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

« Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan
Layanan SPBE yang terpadu




Ruang Lingkup e Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses
pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.

e Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA..

e Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah
memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan
pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

e Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur
siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).

e Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi,
pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).

e Siklus pembangunan dapat menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall,
Agile Development Cycle (SCRUM)

e Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit
kerja/Perangkat Daerah TIK.

Indikator 5: Pembangunan Aplikasi SPBE




REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)

PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll



J panrb 1 ©
Unit Kerja/Perangkat
Daerah Fungsi TIK
Mengonsultasikan/Mengoordinasikan
1. Kajian Kebutuhan

T |
: I 7. Evaluasi 2. Perencanaan
I I
I I
| Arsitektur SPBE l

|
i | Terpadu
| : RPM standar teknis dan prosedur
l | pembangunan dan pengembangan
i Peta Rencana SPBE i 6. Pemeliharaan aplikasi SPBE (Kemkominfo) 3. Rancang Bangun
I I

|
i | Terkendali

|
| |
| RKA/DPA :
: : 5. Pengujian Kelaikan 4. Implementasi
I I

|




INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 3

IPPD sudah melakukan proses
pembangunan/pengembangan
Aplikasi SPBE dan telah
dikonsultasikan kepada unit
kerja/perangkat daerah yang
menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Level 2

IPPD sudah melakukan
proses pembangunan /
Level 1 pengembangan Aplikasi
IPPD belum / sudah SPBE dan telah memenuhi
melakukan proses siklus pembangunan aplikasi.
pembangunan / Kriteria Bukti Dukung:
pengembangan Aplikasi SPBE Kriteria Bukti Dukung: e Dokumentasi proses
namun belum memenuhi e Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan

siklus pembangunan aplikasi
(ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:
® Dokumentasi proses

pembangunan/pengemb
angan Aplikasi SPBE

dan/atau notulen proses
pembangunan/pengemb
angan Aplikasi SPBE yang

Aplikasi SPBE yang didalamnya
mencakup siklus
pembangunan/pengembangan
aplikasi yang sudah
dikonsultasikan dan
didokumentasikan secara

pembangunan/pengemba mencakup siklus Gambaran
ngan Aplikasi SPBE pembangunan / formal; .
e Notulensi/catatan/laporan pengembangan aplikasi Notulensi hasil pembahasan Bukti DUkung
serta didokumentasikan pembangunan Aplikasi SPBE Level 3

hasil penyusunan
pembahasan pembangunan
Apliaksi SPBE

® Undangan rapat
pembangunan/pengemban
gan Aplikasi SPBE

secara formal. Sekurang-
kurangnya mengikuti dari
Perpres 95/2018.

I

antara unit pengusul di IPPD
dengan Unit pengelola TIK




Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu pada

DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI ScoErBan

Nama Aplikasi surban (Surat Elekironik Bantul)

Tanggal Pengujian - Juli 2019

5 é SPBE %
% &
g,

Han . Seclasa
Tanggal : 6Mei2019 Lokasi Penguiian Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat - Ruang Rapat Kepala Diskominfo Bantul
Acara Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat HASIL PENGUJIAN
Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Tbu diucapkan terima kasih. T
NO. Use Casel Proses Berhasil Diuji Tanggal
| Gagal Oleh Pengujian
Surat Undangan Kepala, 1. | Nama Penguijian : Login Berhasil | Irfan 2019-07-19
A Deskripsi Pengujian : Masyhudi
NOTULEN RAPAT Nomor . 659/BSSN/BS/KH.02.01/02/2021 Jakarta, 23 Februari 2021
Sifat . Biasa
Acara Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat Lampiran  : 1 (satu) Lembar Sile

Senn, 6 Mer 2019
13.00 WIB s/d selesa
Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO

Har'Tanggal
Waktu
Tempat
Hasil Kegiatan
Kriteria Bukti Dukung:
e Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan
Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus
pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah
dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal;
® Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE
antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

Hal : Surat Pengesahan Pemkab Bantul

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Sistem tanggal 23 Februari 2021, SURBAN
Pemerintah Kabupaten Bantul| dinyatakan telah berhasil melalui Tahap| Integrasi modul
sertifikasi elektronik hingga tahap pengujian sistem. Dengan surat pengesahan ini, maka
SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah terintegrasi dengan modul sistem
sertifikasi elektronik sudah dapat digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dilampirkan

SOFTWARE
DEVELOPMENT 6
CYCLE Pl

Dikonsultasikan kepada unit
kerja/perangkat daerah yang
melaksanakanfungsipengelolaanTIK




INDIKATOR 15
Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3) , Level 4

~N

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan
secara terpadu dan dapat dikendalikan serta dilakukan reviu dan

evaluasi secara periodik

Dokumen perencanaan pembangunan aplikasi:

1.

Dokumen perencanaan pembangunan (renstra,
roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar
aplikasi yang akan dibangun

Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi,
pemeliharaan, buku  manual, dan lainnya)
menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan

Dokumentasi proses

Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/
pengembangan Aplikasi SPBE;

Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil
monitoring dan evaluasi pembangunan
dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta

bukti undangan rapat evaluasi pembangunan
Aplikasi SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi
SPBE yang terkendali dan terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang
menjalankan fungsi TIK

® Notulensi hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang
dilakukan secara berkesinambungan

® Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan
rekomendasi perbaikan yang aktual

® Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE
(opsional).

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ...........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi ..............(K/L/Pemda)
belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah
ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ............ (Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi

Dokumen Reviu

dan Tindak Lanjut
Telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh an tincak Lanu

unit kerja/perangkat daerah yang
menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit
kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK



INDIKATOR 15 !

Pembangunan Aplikasi SPBE
Level 5

(3/3) Aplikasi SPBE telah dikembangan secara optimal sesuai
Dokumen Lama kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

@ Kriteria Bukti Dukung:
e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan

rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE

° 5 5
Hasil Reviu Kebijakan SPBE Dokumen pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE IPPD
pntisi . sebelumnya;
nalisis: F
Pada Pengaturan Peraturan ...........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan . < [ ) Dokumen pem ba ngu na n/pengemba ngan Ap||ka5| SPBE IPPD
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi ..............(K/L/Pemda) — -
belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah -~ . ya ng telah disem purna kan dan telah ditetapkan
ditetapkan. ° M
Tindak Lanjut : - .
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ........... (Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi 1-5.k.sum-l(eluar.png
MOBILE G
APPLICATION
VR DESIGN
Dokumen Reviu Bt
dan Tindak Lanjut |:> — e e e

15.. modul-tte.jpg
Dokumen Baru

Apps/Versi Baru




Koordinasi Internal

Seluruh  unit  kerja  dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi internal, menyusun
dan menetapkan Tata Kelola
Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SPBE
yang selaras dengan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE.
Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Menyusun Pembangunan
dan Pengembangan
Aplikasi SPBE

Menyusun dan menetapkan
Tata Kelola Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SPBE
yang terpadu dan terkendali
oleh Unit Kerja/Perangkat
Daerah yang menangani fungsi
TIK melalui instrumen
kebijakan agar selaras dengan
Peta Rencana SPBE dan
Arsitektur ~ SPBE  (Perpres
95/2018).

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SPBE

Penerapan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi SPBE disarankan untuk menggunakan
pendekatan kebijakan, seperti SOP, SE, dsb,
sehingga diharapkan pembangunan aplikasi di
IPPD dapat ditaati ketentuannya.
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Layanan Pusat Data
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LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan
komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data,
dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT

. Untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

. Untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD

. Untuk memberikan panduan dalom pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang terpadu.




Ruang Lingkup

Layanan pusat data sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar pusat data dalam
mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional.

Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang
diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh
IPPD.

Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali.

Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.
Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.

Pertimbangan kelaikan pengoperasian pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Pertimbangan kelaikan keamanan pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

Layanan Pusat Data dilakukan untuk mendukung serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk,
Data Referensi, Basis Data, dan Kualitas Data.




REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)

PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum
requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)

SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data
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INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 3

IPPD sudah memiliki layanan pusat
data yang memiliki prosedur

Level 2 pengoperasian baku pusat data
IPPD sudah memiliki layanan yang dimanfaatkan oleh seluruh
Level 1 pusat data yang unit kerja/perangkat daerah
Instansi Pusat/Pemerintah dimanfaatkan oleh sebagian
daerah belum atau sudah unit kerja/perangkat daerah Kriteria Bukti Dukung:
memiliki layanan pusat data e Dokumentasi operasional dan
dimaksud Kriteria Bukti Dukung: pemanfaatan Layanan Pusat
o Dokumentasi Data pada seluruh unit
Kriteria Bukti Dukung: operasional dan kerja/perangkat daerah.
e Dokumentasi pemanfaatan pemanfaatan Layanan Dokumentasi operasional dapat
Layanan Pusat Data, Sop Pusat Data pada berupa SOP, SLA, dan
penggunaan pusat data B sebagian unit sebagainya. Sedangkan
e notulensi/laporan hasil kerja/perangkat daerah dokumentasi pemanfaatan
pembangunan Layanan yang menggunakan Iay./zfmar.\ dapat menggambarkan Gambaran
Pusat Data. dan/atau bukti dan/atau SOP utilisasi dari penggunaan Pusat Bukti Dukun
undangan rapat penggunaan pusat data, Data oleh unit kerja/perangkat g
pembangunan Layanan serta didokumentasikan daerah. Parameter seluruh unit Level 3
Pusat Data secara formal. kerja/perangkat daerah merujuk

pada dokumentasi jumlah
rencana kerja dan target yang
tercapai.




b L] [ ] °
Pe .. %
L] L[] °
ooRSor o KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TGLPEMBUATAN __|:_31Desember 2018 DAN REFORMASI BIROKRASI
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH KEPALA DAN TEKNOLC NOTA DINAS
NOM
Yth : Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik
D:,N,mo " ! PUBLIK TAUFIQ RAHMAN Dari : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana
BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Nip; 19740307200003100100 Hal : Permohonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata
INAMA SOP : SOP INSTALASI APLIKASI DI SERVER KEMENPAN OLEH TIM DATIN Laksana
[DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: Lampiran -
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 1. Pelaksana harus mengetahui cara instalasi sistem operasi Linux Tanggal “11 September 2020
Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard 2. Pelaksana mengetahui cara instalasi aplikasi berbasis PHP
Operational Procedure (SOP)
Peraturan Menteri PANRE Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di
Ungkungan instansi Pemerintsh T MUty Baku Sehubungan konfigurasi domain SPBE.GO.ID dengan alat bantu ISPCONFIG,
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja | | NO. Kegi 1 Keterangan . . . . .
Kementerian PANRE Unit Kerja Tim DATIN Kelengkapan Waktu QOutput dimohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan
e o 1 nun 206 entang Rencana nduk Teknolog Proses penempatan aplikasi sebuah VM(virtual machine) yang dapat diakses secara Internal beserta environment
> :‘“';t:t”‘i"::":’;” :”'“";‘fm":;::“ﬁ"m““““g"‘““’“’”'3“ 1 dimulai server tersebut. Adapun spesifikasi environtment server adalah sebagai berikut:
eran, nak Legal dan Open Source Software
7. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Err|
Resmi Pemerintah Spesmkasi VM
Aplikasi harus menggunakan
2 Linux terbaru Y L 1 Core: 2
Tidak .
' 2. Memori : 4GB
Apakah Linux sudah 3. Storage : 20GB
menggunakan yang terbaru? Y 4. OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-117-generic x86_64) - 64 bit
Dol 3
|Nu.| Kegiatan } T DeeDATN | Tininfeadl No e Pelaksana Mutu Baku . o .
im Dey Iminfra Ya 2 g Unit Kerja DATIN Kelengkapan Waktu o Adapun aplikasi ini diperuntukan untuk production domain SPBE.GO.ID bersama
; [Adapermintaan ini kami memohon untuk dapat menyediakan IP publik pada VM tersebut. Selanjutnya,
Aplikasi harus sudah penambahan Sub Domain i }
dilakukan uji keamanan oleh v Unit Kerja memilih nama Sub | untuk mempermudah koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server
" . 4
4 |lembaga yg berwenang i Tidak 2 [Pomain I tersebut kepada kami atas nama \
Unit Kerja membuat Nota + Nama Sub
(Apakah aplikasi sudah + 3 [Pinas ::::::LT :::g Nota DI - —
i i ?
dilakukan uji keamanan? menggunakan Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami
Ya Apakah Sub Domain v
5 ‘ Tersedia? TIDAK mengucapkan terima kasih.
4
YA
Tim DATIN melakukan P Server yang
. . . . konfigurasi Sub Domain di v
Kriteria Bukti Dukung: s |owsserver digunakan Sub
Domain & Nama
a 8 Sub Domain
® Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
Tim DATIN memberikan
H H balasan Nota Di * Bal Not
Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. g [Potasan Nota Dinas ealasan Nota
Sub Domain sudah bisa
7 idairg“\.makan maksimal 1x24 * 1x24jam




. Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) KIL/D...........
Contoh Surat Permohonan Layanan VPS (Virtual Private Server)

KOP SURAT
A. Total Spesifikasi Kebutuhan

Nomor E Jakarta, ...

Layanan Pusat Data Ll N O I I Kaderarone
Perihal : Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/
VPS (Virtual Private Server) cevvereneineenn | e VCPU | . GB | .. GB
Kepada Yth,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan
Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah NAMA
(2 / 3) Di Tempat eyl KEBUTUHAN SPESIFIKASI
Denganhormat, L i VCPU - vCPU
Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis VRAM ! ... GB

Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Storage " GB
Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan B

Level 4 fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data IP Publik ¢ (YafTidak) |:|I:||:|

Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Port Allowed .
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses Jenis 0S
e . registrasi dan pengelolaan VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola Vers OS
IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang VPS. _ Dokumen Reviu
. o Jo q Nama Pengelola : Jenis Database X .
mendukung interkoneksi/integrasi dengan NIP : T R — dan Tindak Lanjut
o o Pangkat/Golongan 3 SIS
pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain Jabaton
atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan No. HP (Whatsapp/Telegram)
. . Email : Welcome to g
reviu dan evaluasi secara berkala )
Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya e IGCP Komlnfo o Doty e 4 , LLE L) =
diucapkan terima kasih. ' ’
>
. . . Jabatan Penanggung Jawab Use your user name to sign in
Kriteria Bukti Dukung:
® Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Kontrak Penggunaan Layanan .
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP) User name: N
Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen s ; o
, pengg p ’ : Daftar VM yang telah diakomodir di PDNS
H H 1 . - Password ttinge
interkoneksi dengan Pusat Data IPPD lain Yang bertanda tangan di bawah ini:
. Nama : Bambang Dwi Anggono
dan/atau Pusat Data Nasional
/ NIP : 19700516 199003 1 004
([ ] NOtu|enSI haS|I evaluaS|/reV|u te rka|t Jabatan : Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
H Al t LM M Barat No 9, Jak 10110.
layanan pusat data yang dilakukan secara ama JI- Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta 10110
berkESIna mbu ngan Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan dari Direktorat Layanan Aplikasi href Completion Time name object bjectNam  Type Task progress.
H 1 H S Informatika Pemerintahan (Dit LAIP), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:09 wdcUpdateVapp https://igep.layanan.go.i Menpan [vapp  Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46bS-af c8- 26 1977de07d4)
® Has" evaluas'/re‘"u yang berls' konten ( ). yang juiny 9 https://igep.layanan go.id/api/t 2022-01-19T07:04 jobAcquireScreenTicket https:/figep.|ayanan.go.i Matrix Prvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416/-9281-778132196f0a)
q q PERTAMA. https://igcp.layanan.go.id/api/t 2022-01- 19T06:49 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go.i Hasura Civm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-dela-abda-a73c4e514bbe)
IS U/pe rm a Sa I a h a n d a n re ko m e n d a SI Nama https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-24T01:49 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go.iJenkins  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-752721397b30)
. e rrenereneer e https://igep.layanan go.id/api/t 2022-01-19T07:23 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.ge.i Redis  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540eBd68eed3)
perba|kan yang aktual: dan NIP e hitpsy/igcp.ayanan.go.d/api/1 2022-01- 19T0:29 vappUpdateVm hitpsy/igep.ayanan.go. Hasura Cium  Updated Virtual Machine Hasura Cansole(Sce28079-5673- dela-abda-a73cde5 14bbe)
’ Jabat https://igep.|ayanan.go.id/api/1 2022-01-19T07:22 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go.iSentry vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19ededf630)
. . abatan AN e EE e NSNeNEaNESASEEAaEENaS NNt aiaRaiaRaas https://igep.|ayanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:27 vdcRecomposeVapp https://igep.layanan.go. Menpan | vapp Recomposed Virtual Application Menpan RB(167ede39-¢758-46b9-afc8-2e1977de07d4) 100
. BUktI unda ngan ra pat eva I uas' La ya na n Alamat https://igep.|ayanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:53 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go.i Rabbitmd vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmagPy - 7aaB-48c0-8421- db)
. . . amal TRTTTIITIIETIIIIamimassan sy https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T13:42 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go. Matrix Pr vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)
Pu sat Data d a n/ata u do ku me ntaS| a kt|V|tas- https://igep.|ayanan go.id/api/1 2022-01-19T07:29 jobAcquireScreenTicket https://igep layanan.go. Redis  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd?-48da-9d60-540eBd68ee93)
4 Dal hal b dak K d | dari Dit LAIP https://igcp.layanan go.id/api/t 2022-01-19T06:30 vappUpdateVim https:/figep.layanan.go.i Neod] Prc vm Updated Virtual Machine Neod] Prod{bb0c122f-5856-428b-9423-45b2537264c5)
Ao A alam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari Dit s https://igep.layanan. go.id/api/t 2022-01-19T06:34 vappUpdateVm https://igep.layanan.go.i Rabbitme vm Updated Virtual Machine RabbitmaProduction(0c9855f0- 72a8-48c0-8421- 1e2eb0d661db)
a kt|V|taS eva I uasli Laya nan Pu Sat Data S P B E Janiut disebut PIHAK KEDUA https://igep.|ayanan go.id/api/t 2022-01-24T01:39 jobAcquireScreenTicket https://igep layanan.go.i Server M vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB(60075630-56ce-4a14-ac12-70c5474c0d60)
9 yang selanjutnya disebul - https://igep.layanan go.id/api/t 2022-01-19T06:32 vappUpdateVm https://igep.layanan.go.i Matrix Pr vm Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d3b1671-c750-416(-9281-778132196f0a)
(O pS I0Nna I ) . https://igep.layanan go.id/api/t 2022-01-19T06:41 vappUpdateVm https://igep.layanan.ge.iSentry  vm Updated Virtual Machine Sentry{9879dafe-aa32-4a35-a0de-4a1%eded(630)
https://igcp.layanan.go.id/api/t 2022-01-24T01:37 jobAcquireScreenTicket https://igep.|ayanan.go.l Neod] Prcvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neodj Prod(bb0c122f.585e-428b-9423-45ba537a64c5)
Saya selaku PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-24T01:49 jobAcquireScreenTicket https://igep.layanan.go.i Jenkins vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-75272397b30)
. " . . https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T07:14 vappDeploy hetpsy//igep.layanan.go.i Sentry  vm Running Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a 19ededf630)
Kontrak Penggunaan Layanan pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika fiteps//Igcp.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T07:23 jobAcquireScreenTicket https.//igcp.|ayanan.go.l Neod] Prcvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neod] Prod(b0c122f-585e-428b-9423-45b2537264¢5)
Pemerintahan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA. | https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T07:14 vappDeploy https://igep.layanan.go.i Redis  vm Running Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68eed3) |
https://igcp.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:10 vdcU pdateVappNetwork https://igep.layanan.go.i Menpan | vapp Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8- 2e1977de07d4)
https://igep.|ayanan go.id/api/1 2022-01-19T07:22 jobAcquireScreenTicket https://igep layanan.go.l Jenking  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f8dbTcac-316f-43a7-b03a-75272397b30)
https://igcp.layanan go.id/api/t 2022-01-19T06:38 vappUpdateVm https:/figep layanan.go.i Redis  vm Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-2dd7-48da-9d60-54028d68ee93)
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA https://igep.|ayanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:33 vappUpdatevm https://igep.layanan.go.i Senarqub vm Updated Virtual Machine 1f6abhl-3041-41af-a67d-b3: 1)

Pejabat yang berwenang,



INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

Dokumen Lama

(3/3)

Level 5

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan .. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal
. ....(K/L/Pemda) belum di peng terkait Reviu berkala pada
kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun,

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem
Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat
Data yang telah disusun,

¢~ IGCP Kominfo Data Centers Applications Networking Libraries Administration Monitor
< All Virtual data centers Kementrian Komunikasi dan Informatika nizat Menpan r: Menpan RB
Doku_men Reviu < 4
dan Tindak Lanjut Virtual Machines
icompute A Find by: Name ADVANCED FILTERING Sort by: Creation Date
VAppS
9 Virtual Machines  Expired: N Clear all filters
Virtual Machines
Affinity Rules NEW VM exPorT vMs (JJ) Multiselect
@ Networking v
Name Console State Lease Created On os Memory CPUs vApp
Networks
href Campletion Time name object bjectNam  Type Task

Edges https://igep.layanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:09 wicUpdateYapp https://igecp.ayanan go.i Menpan [vapp  Updated Virtual Application Menpan RE(167ede39-e758-4609-af c8-2e1977de0704)
https:/figep layanan.go id/api/1 2022-01-19T07:04 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Matrix Prvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod{3d9b1671-c750-416f-9281-77813219610a)

Security https:/figeplayanan.go id/api/1 2022-01-19T06:49 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Hasura Givm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e 1a-abda-a73c4e514bbe)
hitps://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-24T01:49 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan.go.ilenkins  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(84b7cac-316f-43a7-b03a-752721397b30)

https://igep.layanan.go id/api/1 2022-01-19T07:23 jobAcquireScreenTicket https://igcpayanan go.i Redis  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)
] Storage X https://igeplayanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:29 vappUpdateVm https://igcp.ayanan go.| Hasura Givm Updated Virtual Machine Hasura Console(Sce28079-5673-de1a-abda-a73c4e514bbe)
https://igep.layanan.go.id/api/t 2022:01-19T07:22 jobAcquireScreenTicket https://igcp.ayanan.go. Sentry  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a0de-4a19ededf630)

Named Disks https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:27 wdcRecomposeVapp  https://igcplayanan.go. Menpan [vapp  Recomposed Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-201977de0744) 100
https:/figep.layanan.go id/api/t 2022-01-19T06:53 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Rabbitme vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmaP Ta28-48c0-8421-

Storage Policies https:/figeplayanan.go id/api/1 2022-01-19T13:42 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Matrix Prvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod{3d9b1671-c750-416f-9281-77813219610a)
https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T07:29 jobAcquireScreenTicket https://igcplayanan.go.i Redis  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68eed3)
https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:30 vappUpdateVm https://igcp.|ayanan.go.i Neodj Prcvm Updated Virtual Machine Neod] Prod(bb0c122-585e-428b-9423-45b2537264c5)

S Settings v https://igep layanan.go id/api/1 2022-01-19T06:34 vappUpdateVm https://igcp.|ayanan go.l Rabbitme vm Updated Virtual Machine of 72a8-4800-8421-
https:/figeplayanan.go id/api/1 2022-01-24T01:39 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Server M vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB(6007563¢-56ce-4a14-ac12-70c5474c0d60)

General https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:32 vappUpdateVm https://igep.|ayanan.go.i Matrix Pr vm Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416-9281-77813219610a)
https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T06:41 vappUpdateVm https://igcpayanan.go.i Sentry  vm Updated Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)
https:/figep layanan.go id/api/1 2022-01-24T01:37 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Neodj Prcvm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neod] Prod(bbe122f-585e-4280-9423-45ba537264c5)

Metadata https://igep.layanan.go.id/api/t 2022:01-24T01:49 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan.ge.Jenkins vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)
https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19707:14 vappDeploy https://igep|ayanan.go.i Sentry  vm Running Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)

Sharing https:/figep.layanan.go id/api/1 2022-01-19T07:23 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan go.i Neodj Provm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neod] Prod(bblc122-585e-428b-9423-45ba537a64c5)
https://igeplayanan.go id/api/1 2022-01-19T07:14 vappDeploy https://igcpayanan go.  Redis  vm Running Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)

Kubarmates Poteias https://igeplayanan.go.id/api/t 2022-01-19T06:10 vdcUpdateVappNetwork https://igcp ayanan go.i Menpan [vapp  Updated Virtual Application Menpan RE(167ede39-e758-46b9-afc8-20 1977de07d4)
https://igep.layanan.go.id/api/1 2022-01-19T07:22 jobAcquireScreenTicket https://igcp.layanan.ge.ilenkins  vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-752721397b30)
https://igeplayanan.go id/api/1 2022-01-19T06:39 vapplpdateVm https://igepayanan o Redis  vm Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60- 540e8468ee93)
https://igep.layanan.go id/api/1 2022-01-19T06:33 vappUpdateVm https://igcp.ayanan go.| Senarqub vm Updated Virtual Machine Sonarqube(f1f6abb1-3041-41af-267d-b315e69¢5691)

Layanan Pusat data IPPD
telah dilakukan perbaikan
atau peningkatan sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan
evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut

Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan
Layanan Pusat Data
® Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP, Dokumentasi Interkoneksi Layanan
Pusat data yang berlaku sebelumnya;
e Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah
ditetapkan

Storage Polic

7

Dokumen
change request:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
VM/VPS, beserta
dashboard
monitoring-nya

Dokumen Baru




Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal Menyusun Layanan Pusat Data Menerapkan Layanan Pusat Data
Seluruh unit  kerja  dan Menyusun dan menetapkan Penerapan Tata Kelola Layanan Pusat
perangkat daerah melakukan Tata Kelola Layanan Pusat Data disarankan untuk dapat dilakukan
koordinasi internal, menyusun + Data. Disarankan bagi IPPD ™= secara terpadu dan terkendali oleh Unit
dan menetapkan Tata Kelola hanya menerapkan Pusat Kerja/Perangkat Daerah yang menangani
Layanan Pusat Data. Kegiatan Kendali atau Pusat Komputasi; TIK dan dimanfaatkan oleh semua Unit
ini dapat dikoordinasikan oleh serta dapat memanfaatkan Kerja/Perangkat Daerah agar selaras
Koordinator SPBE. Pusat Data Nasional. Bagi dengan ketentuan Perpres 95/2018 untuk

IPPD yang memiliki Pusat Data keterpaduan SPBE melalui Pusat Data

yang telah memenubhi Nasional.

persyaratan agar

Mengintegrasikan dengan

Pusat Data Nasional (Perpres
95/2018).
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Layanan Jaringan Intra IPPD
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LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra merupakan jaringan tertutup yaong menghubungkan antar simpul jaringan
dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah Jaringan Intra
yang diselenggarakan oleh IPPD untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan

jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

« Untuk menjaga Keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan
dalam instansi pusat/pemerintah daerah




Ruang Lingkup

Layanan jaringan intra IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar
kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra
IPPD lainnya.

Jaringan Intra IPPD terbagi atas Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP),
dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).

Jaringan Intra Instansi Pusat, menghubungkan jaringan di dalam instansi

Jaringan Intra Pemerintah Daerah, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah,
terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), Jika
pemda tidak mampu, dapat dibantu oleh kemenkominfo.

Penyelenggaraan jaringan intra IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang
dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian
jaringan intra IPPD

Setiap IPPD harus dapat mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra instansi masing-
masing.

Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat keterhubungan dan akses
jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.

Pertimbangan kelaikan pengoperasian diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra IPPD




REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)

PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN
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lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah
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Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 3
Kriteria Bukti Dukung:
IPPD telah menerapkan ® Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan
Level 2 pengoperassian Jaringan Intra IPPD Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat

pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah

daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP,
SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi
pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi
dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit
kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit
kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi
jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah
daerah belum atau telah
menerapkan pengoperasian
jaringan Intra IPPD namun
masih bersifat ad-hoc
(sementara)

IPPD telah menerapkan
pengoperasian Jaringan Intra
IPPD di sebagian unit
kerja.perangkat daerah, namun
belum mengatur keterhubungan
dan akses jaringan IPPD dengan
Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung:
e Terdapat notulensi/laporan
hasil pembangunan jaringan

Kriteria Bukti Dukung:
e Dokumentasi operasional
dan pemanfaatan Layanan

Intra IPPD, pengoperasian
Jaringan Intra IPPD pada
sebagian unit
kerja/perangkat daerah.
dan/atau bukti undangan

rapat pembangunan jaringan

Intra IPPD

Jaringan Intra pada sebagian
unit kerja/perangkat daerah
yang menggunakan dan/atau
SOP penggunaan jaringan
intra, serta
didokumentasikan secara
formal.

Gambaran
Bukti Dukung

Level 3
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konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota) unit kerja/perangkat daerah
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INDIKATOR 17 "‘m’“
Layanan Jaringan Intra IPPD S "rl : @

Level 4 & — @

s | Dinas Kab B,
IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara E) @ w s
menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi dan akses dengan — y @ ’ %j

Jaringan Intra IPPD lainya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, —
serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap
pengoperasiannya S—

Kominfo Backbone
Ospf area 1 KOTAB
ASN 64512

PROVINSI A

S
&
9| o . e
&

Kriteria Bukti Dukung: %] & Orptamaz ..m..,..@

® Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra @ @
Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen @ @
interkoneksi dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional

® Notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan @ e @
Intra yang dilakukan secara berkesinambungan; @ ASN 64513

® Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan @ @
rekomendasi perbaikan yang aktual Sumber: Literatur Penelitian Jaril

® Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan

Intra (opsional).

KOMINFO

PROVINSIC

Dokumen Reviu
Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dan Tindak Lanjut

dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ..........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Jaringan Intra .............(K/L/Pemda) belum
disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesual dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
D penyusunan kebij turunan dari Peraturan .........[Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra




INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3) Dokumen Lama

\ 4

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra ..............(K/L/Pemda) belum
disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan. kebijakan turunan dari Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut

Level 5

IPPD telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap

pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah
sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

TCI h unan ! e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan
Kementerian KomuniI: rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD

dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.

® Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD yang berlaku
sebelumnya.

e Dokumen pengoperasian Jaringan Intra IPPD yang telah
disempurnakan dan telah ditetapkan.

Dokumen Baru

dashboard

Dokumen
change request:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan
JIIP/JIPD,
beserta

monitoring-nya




Koordinasi Internal

Seluruh  unit  kerja  dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi internal, menyusun
dan menetapkan Tata Kelola
Layanan Jaringan Intra IPPD.
Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Menyusun Layanan
Jaringan Intra IPPD

Menyusun dan menetapkan
Tata Kelola Layanan Jaringan
Intra Instansi yang terpadu,
terkendali dan terus dievaluasi
ruang lingkup interkoneksinya
oleh  Unit Kerja/Perangkat
Daerah yang menangani TIK
dan dimanfaatkan oleh semua
Unit Kerja/Perangkat Daerah
agar selaras dengan ketentuan
Perpres 95/2018 untuk
keterpaduan SPBE Nasional
melalui Jaringan Intra Instansi
Pemerintah.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Layanan
Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola
Layanan Jaringan Intra IPPD
disarankan untuk dapat
menghubungkan Jaringan Intra
Instansi yang telah memenuhi
persyaratan, dengan Jaringan
Intra  Instansi  Pemerintah
dan/atau dengan Jaringan
Intra Instansi lainnya.
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INDIKATOR18 ©

Sistem Penghubung
Layanan IPPD

] [/




SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan
pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

. Untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
. Untuk mengatur penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah




Ruang Lingkup

Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar
pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD
lainnya.

Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point);
Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory.

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi
pusat.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar
pemerintah daerah.

Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP).

Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional.

Menggunakan middleware dari SPLP

Indikator 8: Sistem Penghubung Layanan IPPD




REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)

Perpres 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia

PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Standar Kemkominfo dan BSSN

Standar Interoperabilitas data (Kemkominfo)
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INDIKATOR 18

Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3) Level 3
L 12 IPPD telah menerapkan Sistem
eve Penghubung Layanan IPPD pada
IPPD telah menerapkan Sistem seluruh unit kerja/perangkat daerah
Level 1 Penghubung Layanan IPPD pada

Instansi Pusat/Pemerintah Kriteria Bukti Dukung:

daerah belum atau sudah
menggunakan Sistem
Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi pengoperasian
Sistem Penghubung Layanan
IPPD, tangkapan layar

integrasi antar aplikasi/data

layanan SPBE

sebagian unit kerja/perangkat
daerah

Kriteria Bukti Dukung:

® Berupa dokumentasi
operasional dan
pemanfaatan Sistem
Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah,
tangkapan layar integrasi
antar aplikasi/data/ layanan

® Dokumentasi operasional dan

pemanfaatan Sistem
Penghubung Layanan pada
seluruh unit kerja/perangkat
daerah. Dokumentasi
operasional dapat berupa
SOP, SLA, dan sebagainya.
Sedangkan dokumentasi
pemanfaatan layanan dapat
menggambarkan utilisasi dari
penggunaan Sistem

® Notulensi/laporan SPBE yang digunakan pada Penghubung Layanan oleh Gambaran
penggunaan Sistem sebagian unit unit keri .
ja/perangkat daerah.
Penghubung Layanan IPPD kerja/perangkat daerah dan Parameter seluruh unit Bukti Dukung
dan/atau bukti undangan telah didokumentasikan Level 3

rapat terkait penerapan
Sistem Penghubung Layanan
IPPD

secara formal.

kerja/perangkat daerah
merujuk pada dokumentasi
jumlah rencana kerja dan
target yang tercapai.
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Add Application

m Application Application App ID

Web Testing p
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Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh
unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan
sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan
utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat
daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi
jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Enterprise Service Bus

SPLIP/
APl Management SPLPD
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Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)

Level 4
IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah

terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem

Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional), serta telah melakukan
reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD
dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP
integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)

® notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem
Penghubung Layanan yang dilakukan secara berkesinambungan;

® Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan
rekomendasi perbaikan yang aktual; dan

® Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung
Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).
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Application
API »
Web Aplikasi o
2 Monev SPBE https://monev.spbe.go.id/ N Evaluasi Toonnanternsentarononnaransn T - Aktif X
Application
SPBE *
3 Portal SPBE https://spbe.go.id/ bk POMal SPBE . s r mimmim i e Aktif L
ps://spbe.go. Application  Indonesia i
=

IPPD IPPD
DWH API Services
— — — — — — — — — — — — — — — — — — \
Enterprise Service Bus |
|
APl Management SPLP |
— — — — — — — — — — — — — — — — — — l
User IPPD

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
woerenenne[K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ...........[Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
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Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)

Dokumen Lama

l

) 4

Dokumen Reviu
dan Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
s [K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ... .....Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah

Level 5

IPPD telah menggunakan Sistem
Penghubung Layanan IPPD dan telah
menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi
dengan melakukan perbaikan atau
peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas
Sistem Penghubung Layanan IPPD

STATUS INTEGRASI ANTAR APLIKASI
Kondisi per April 2013

Data Primer
No Aplikasi

Akademik P2M SDM Keuangan | Anggaran Aset

1 SIA L] L]

2 AR L] L] L] L L
3 HRIS [ [] L]

4 HRIS PORTAL L] L] L]

5 [PRESENSI L]

6 SIMABEKA L] L] L]
7 SIMASET ]
8 [SIMKEU '] [] L] L]
9 SIMAKUN -

10 IMR L]
11 [SIPUS [

12 |ELEGAN L]

13 [LENTERA []

14 [INEMS

15 |DASHBOARD L] L] L]

16 [SINGLEID L] [

M Direncanakan dan terealisasi
I Direncanakan, belum terealisasi
L) Tidak direncanakan

¢ IGCP Kominfo

Dokumen Baru %

Target | Realisasi

SK Kerjasama
3 Compute v
4 2 50%
6 5 83% VApps
6 3 50% Virtual Machines
4 3 75% Affinity Rules
1 1 100%
@ Networking v
5 3 60%
2 1 50% Networks
-] 4 80% Edges
1 1 100% Security
3 1 33% = Storage v
1 1 100%
Named Disks
[ 2 50%
- 5 2 40% Storage Policies
1 0 0% {© Settings v
3 3 100% General
2 2 100%
Metadata
66,98%
Sharing
% Rea\'\saSl Kubernetes Policies
Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/perangkat [

Kriteria Bukti Dukung:
e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi d
rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan IPPD

Data Centers

dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan

e Dokumentasi tautan dan.atau tangkapan layar Sistem
Penghubung Layanan IPPD sebelumnya dan yang berisi
penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Applications Networking

Libraries Administration

Monitor

Kementrian Komunikasi dan | Menpan er: Menpan RB
Virtual Machines
Find by: Name ADVANCED FILTERING Sort by: Creation Date =
9 Virtual Machines  Expired: No x  Clear all filters
NEW VM exporT vMs (J) Multiselect
Name Console State Lease Created On 0s Memory cPUs vApp Storage Polic
href Completion Time name object biectam  Type Task progress
ps: " hitpsy/lecayanango i w  Uptated cation Menpan RB167ede30-€758-46bd-afch S
/ id/apift https://igep.layanan.go.i Matrix Prvm Ticket of Virtual Prod(3d3b167:
id/api/t https://igcp.layanan.go.i Hasura Civm Ticket of Virtual 4 S
id/apif hitps://igcp ayanan.go.iJenkins v Tickt of Virtual Machine 197030}
ps: 1 19707 htps://igcp ayanan go.iReds  vm Ticketof Virtual Machi x
/i iefapift hitps://igcp ayanan.go.i Hasura Covm pea Sedes1abbe) S
id/api/t hitpsi//igep Jayanan.go.iSentry v Ticket of Virtual
e s igcp yanang oo Dokumen A
ps: 1 1-19706:5: htps:/igcp ayanan.go.i Rabbitmcvm Ticketof Virtual Machi o
/ 1d/api/t 2022:01-19T13:42 https://igep.layanan.go.i Matrix Prvm ‘Acaquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d3b167] h .
id/api/t hitpsy//igep Jayanan.go.iRedis  vm Ticket of Virtual C an g e req U eSt . 3
" hitps://lgcp ayanan.go.iNeod] Prcvm peia i Prog(bbdct.
ps: 4 11-19T06:34 hutpsy//igep Jayanan.go.i Rabbitmcvm Updated Virtual Machi o i Taad -penam bahan
/ id/apift https://igep.layanan.go.i Server M vm Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB( IS5
id/apift hitps://gcp Jayanan.go.  Matrix Prvm pda b h
: e e e e -perubahan ‘
ps: /api/1 2022.01-4T01:37 tps://igcp ayanan.go.iNeod] Prevm  Acuired Sereen Ticket of Virtual Machine Neod S
) it s rango ks v Tkt o Vimal Machne -peng hapusan
tps:/igcp.ayanan.go.id/api/t 2022-01-19T07:14 vappDeploy fitps://igcp ayanango.iSentry vm  Runing Virtual !
ps: /api/t 2022.01-19T07: tps://igcp ayanan.go.iNeod] Prevm  Accuired Sereen Ticket of Virtual Machine Neod] S P L I P / S P L P D
https://igeplayanan.go.id/api/t 2022-01-19T07:14 vappDeploy https://igep ayanango.iRedis  vm Running Virtual y
/ iefapift hitps://igcp layanan.go. 3
d/agilt hitps://igcp ayanan.go.iJenkins v Ticketof Vitual Machine. b eserta
ps: it/api/ htps://igcp ayanan go.iReds  vm pia Mach 474802 9360-5
iefapif hitps://Igcp ayanan.go.iSonarqut v pe d as h b oar d




Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi internal, menyusun
dan menetapkan Tata Kelola
Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan IPPD.
Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

_|_

Menyusun Layanan Jaringan
Intra IPPD

Menyusun dan menetapkan Tata
Kelola Layanan Penggunaan
Sistem Penghubung Layanan
(SPL) Instansi yang terpadu dan
terkendali oleh Unit
Kerja/Perangkat Daerah yang
menangani TIK dan dimanfaatkan
oleh semua Unit Kerja/Perangkat
Daerah agar selaras dengan
ketentuan Perpres 95/2018 untuk
keterpaduan SPBE  Nasional
melalui SPL Pemerintah.

Menerapkan Layanan Jaringan Intra IPPD

Penerapan Tata Kelola Penggunaan
Sistem Penghubung Layanan IPPD
disarankan untuk dapat menghubungkan
SPL Instansi yang telah memenuhi
persyaratan, dengan SPL Pemerintah
dan/atau dengan SPL Instansi lainnya.
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Tim Koordinasi SPBE IPPD
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TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas
untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan
perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim
Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering
Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya”

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daeranh.

TUJUAN/MANFAAT

« Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

(@)




Ruang Lingkup

Seluruh muatan Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE.

Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat
Daerah.

Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi
SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.

Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit
sekretariat.

Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris
daerabh.

Indikator 9: Tim Koordinasi SPBE IPPD




REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

« Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)

o PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

« KepmenPANRB N0.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE

. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



MODEL GENERIK

Ketua
* Menteri/Kepala Lembaga/

Kepala Daerah
Mengarahkan dan menetapkan
kebijakan SPBE

Sekretaris

* Sebagai Koordinator SPBE

* Mengoordinasikan penerapan
kebijakan SPBE di K/L/D

* Mengoordinasikan layanan
pemerintahan

* Mengoordinasikan SPBE
dengan instansi pusat dan
pemda lain

* Mengelola layanan

Organisasi dan Tata
Laksana

* Mengoordinasikan integrasi
proses bisnis di K/L/D
* Mengelola arsitektur bisnis

Keuangan Perenca-

* Mengoordinasikan Keuangan HEEI

penganggaran SPBE
Pemda

Wantikda
Perguruan

Dewan TIK Daerah/ Tingei

Perguruan Tinggi

* Memberikan rekomendasi arah
pembangunan TIK
* Opsional

TIK / Kominfo

* Mengelola Arsitektur SPBE

* Mengoordinasikan pembangunan
aplikasi dan infrastruktur TIK

* Penerapan keamanan SPBE

* Melaksanakan manajemen aset
TIK dan Layanan

* Wali data

Perencanaan

* Mengoodinasikan  perencanaan
SPBE di K/L/D

* Mengoordinasikan tata kelola
data dan manajemen data

Unit Sektor

* Menyampaikan kebutuhan
layanan SPBE di K/L/D

* Mengelola kebutuhan layanan
SPBE

Klik Untuk Contoh
Referensi



https://docs.google.com/document/d/1AtxNwKTgcU30E4vxyAWR40WqhymZw-0L/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AtxNwKTgcU30E4vxyAWR40WqhymZw-0L/edit?usp=sharing&ouid=100261699197626649768&rtpof=true&sd=true

Dewan Pengawas

Tim Pelaksana

t Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat
Sesuai KepmenPANRB 965/2021

WIS RNV AW R Y [ YXCT W Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

] Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Koordinator
[ Sekretaris K/L
Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon
[ Unit Kerja TIK/Data dan Informasi ]

' "y Ty rd
Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital i i
e o Rake - Bid. Manajemen Perubahan Bid. Manajemen SDM Bid. Manajemen Layanan.dan Aset,
vl SMET R - {Orzznisasi /Tatz Kelola/Manajemen Kinerja) {Kepegawaian/30M) TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE
{Qrganisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja] ) J L [Datin/ TIK/e-Government)
' Ny i . "y If
Bid. Manajemen Data (o Manaletnen Bid. Manajemen Pengetahuan Bid. Penganggaran SPBE
(Datin/TiK/=-Government] iy (Bidang Informasi Publik) {Datin/TIK/Perlengkapan/Umum)
h y h
il
Bid. Perencanaan SPBE Bid. Audit TIK
{Bid. Perencanzan dan Penganggzran) (Inspaktorat)
rFo .




Tim Pelaksana

Dewan Pengawas

Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda
Sesuai KepmenPANRB 965/2021

KEPALA DAERAH Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Koordinator

-~

~

Bid. Manajemen

Bid. Manajemen Data .
o/ TIKje-Gove Keamanan Informasi,

{Kominfo,TIK /e-Government)

Bid. Audit TIK

(Bid. Perencansan dan Penganggaran)

Bid. Manajemen SDM Bid. Manajemen Layanan dan Aset.

[Kepegawaian/30DM)
{Kominfo,/ TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Pengetahuan

; | Bid. Penganggaran SPBE
(Bidang Informasi Publik)

[Kominfa/TIK/Perlengikapan/Umum)

Bid. Layanan Publik
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Level 3
Tim Koordinasi SPBE Instansi
Level 2 Pusat/Pemerintah daerah telah
IPPD sudah memiliki Tim melaksanakan keseluruhan
Level 1 Koordinasi SPBE yang ditetapkan tugas/program kerja namun belum
Instansi Pusat/Pemerintah dan mencakup tugas/program dikomunikasikan kepada seluruh
daerah belum atau sudah kerja Tim Koordinasi SPBE unit kerja/perangkat daerah
memiliki Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanakan
Instansi Pusat/Pemerintah seluruhnya Kriteria Bukti Dukung:
daerah yang bekerja secara ad- e Dokumentasi pelaksanaan
NEE PR 2l PETENEEREE Kriteria Bukti Dukung: tugas/program kerja Tim
® Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi SPBE yang telah
Kriteria Bukti Dukung: tugas/program kerja Tim dilaksanakan, dan atau
® Notulensi/laporan hasil Koordinasi SPBE yang telah tangkapan layar, foto dan
pembentukan Tim Koordinasi dilaksanakan, dan atau dokumentasi lainnya terkait
SPBE, bukti undangan rapat tangkapan layar, foto dan pelaksanaan keseluruhan
pembentukan Tim Koordina.si dokumentasi Iainnya terkait tggas/program !<erja yang Gambaran
SPBE dan/atau dokumentasi pelaksanaan sebagian diuraikan sesuai amanat .
aktivitas pembentukan Tim tugas/program kerja Tim penetapan Tim Koordinasi Bukti Dukung
Koordinasi SPBE IPPD Koordinasi SPBE SPBE IPPD Level 3




KEPUTUSAN
KEPALA XXX
TAHUN 2020
TENTANG

NOMOR

PENYELENGGARA ISISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

1.

Tim Pengarah:

a.

memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE XXX untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan

keterpaduan penyelenggara SPBE;

. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE,

pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan

fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;

. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan

kegiatan SPBE;

. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;

. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;

memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan

. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi,

memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

4. Dokumentasi Rapat Koordinasi SPBE

2.

Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.
b.

C.

mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;

mengoordinasikan layanan pemerintahan;

melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam
pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah; dan

. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di

lingkungan XXX.

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PROGAM KERJA TIM KOORDIN/4

1. Undangan Rapat Koordinasi SPBE

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DAERAH

GRESIX 61181

Gresik \ Februari
Nomor 00S/ oga rA37 8772021 Kepada
Sifat Segera Yih Sdr Daftar Terlampir
Lampiran - oi
Perhal Undangan Rakor SPBE Tempatlt

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018

Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 70 diasr

bahwa Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Pemernntah
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintat
secara berkala

Menindakianjuti hal tersebut di stas, Sauvdara diharapk
pada Rapat Koordinasi SPBE yang dilaksankan pada

Hari Selasa

2. Notulen Rapat Koordinasi SPBE

NOTULEN RAPAT KOORDINASI SPBE

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Peserta Rapat
Pimpinan Rapat
Narasumber

HASIL RAPAT :

: Selasa

: 9 Februari 2021

: 08.30 - 11.30 WIB

: Zoom Meeting melalui bit.ly/RakorSPBE

: Tim Koordinasi SPBE dan Perwakilan Perangkat Daerah

: Asisten Il (Mewakili Sekretaris Daerah)

: Bapak Fery Astika Saputra (Asesor Eksternal Kemenpanrb)

1. Rapat dibuka oleh Asisten lll yang menjelaskan tentang :
a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil
evaluasi menggambarkan tren paositif untuk beberapa indikator.

SPBE 2,56 314 318
ebijakan Internal SPBE 312 3,06 3,06
Kebijakan Internal Tata Kelota SPBE 300 3.00 300
Kebijakan Internal Layanan SPBE 320 310 3.10

ata Kelola SPBE 1,29 1,86 2,00
Kelembagaan 1,00 250 3,00
Strategi dan Perencanaan 1,00 1,00 1,00
Teknologl Informasi dan Komurikasi 1,67 200 2,00
ayanan SPBE 3,03 3,82 3,82
Layanan Admimstrasi Pemenntahan berbasis Elektronsk 314 400 400
Layanan Publik Berbass Elekironsk 283 3,50 3,50

< Penilaian

berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE
perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak
sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

SK Tim Koordinasi

Dokumen Tugas/Program
Kerja Tim Koordinasi
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barkan tre bupaten G te.mang;
n positif Untukres'k tahun 20
Level 4 D beberapa indilgt- 2020 diman, “ dDiskominfo 2
S a hasil T Lo
. k'ﬂ‘l 018 kebij ukan n mei
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INDIKATOR 19
Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3 / 3) Dokumen Lama » LAMPIRAN l

PERATURAN .....ccoooviiininieen

‘ ,I:;}NMTji(;" TAHUN 20..... Level 5

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA
SPBE ........coovveereennnn (K/ L/ Pemda)

Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD telah

Hasil Reviu Kebijakan SPBE KEBIJAKAN INTERNAL

Analisis: PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA ...............c..........(K/L/Pernda) dilakukan pemngkatan/perbalkan Sebaga| hasil tindak la nJUt
Pada Pengaturan Peraturan .........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan . .

Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE ..............(K/L/Pemda) r‘e\” u dan evaluaS|

belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah

ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusudan kebijakan turunan dari Peraturan .......(Pimpinan K/L/Pemda Dokumen Baru . ) )

tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE Krlte rl a B u ktl D u ku ng .

e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan

Dokumen Reviu ‘ rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja
st Uikt et dari Tim koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 1 peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE
NOMOR : 067/410/437.31/2021 . . . . .
TENTANG PETA PROARS BIaNIS SEKRETARIAL DAREAL IS DABRAH NOMOR: 067/372/437.51/2020 e Dokumentasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang
E— S - sebelumnya dan yang berisi peningkatan tugas/program kerja
u Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan: . y . yang P & gas/prog )
1l SK, SOP, Dokumen Tata Tim Koordinasi SPBE
i Kelola/Manajemen
H s
i : =
i = KEPUTUSAN
. KEPALA XXX

= NOMOR TAHUN 2020
i z TENTANG
" o = PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

e = DI LINGKUNGAN XXX
- KEPALA XXX,




Koordinasi Internal

Seluruh  unit  kerja  dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi  internal,  untuk

dapat melaksanakan
pembagian tugas dan
fungsinya dalam Tim
Koordinasi SPBE, sesuai yang
ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi
ini dapat dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Menyusun Tugas dan Fungsi
Tim Koordinasi SPBE IPPD

Menyusun dan menetapkan
tugas dan  fungsi  Tim
Koordinasi SPBE IPPD. Selaras
dengan Perpres 95/2018, Tim
Koordinasi SPBE  memiliki
tugas dan fungsi untuk
mengendalikan, mengarahkan,
dan mengevaluasi SPBE,
termasuk didalamnya
melaksanakan perumusan
kebijakan dan penerapan SPBE
di IPPD.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Tugas dan Fungsi
Tim Koordinasi SPBE IPPD

Penerapan tugas dan fungsi Tim
Koordinasi SPBE IPPD, disarankan
untuk mendokumentasikan setiap
pelaksanaan atas pembagian tugas
dan fungsi Tim Koordinasi SPBE/Tim
Penyelenggaraan SPBE Instansi
sesuai dengan penjabaran tugas dan
fungsi yang dituangkan dalam
kebijakan penetapan Tim Koordinasi
SPBE Instansi/Tim Penyelenggaraan
SPBE.
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Kolaborasi Penerapan SPBE
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KOLABORASI PENERAPAN SPBE

“Kolaborasi SPBE merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE
bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

penyampaian ide/gagasan SPBE;

pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
peningkatan kompetensi teknis;

perbaikan kualitas Layanan SPBE;

penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan

penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

(@)




Ruang Lingkup e Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang
dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan.

o Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan.

o Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya.

o Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

o Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.

Indikator 10: Kolaborasi Penerapan SPBE




REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

« Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
« KepmenPANRB N0.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
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INDIKATOR 20

. MEMUTUSKAN :
Kolaborasi Penerapan SPBE
Menetaplan
l KESATU i Membentuk  Tim Kolaborasi Penerapan  Sistem
('|I3) Pemerintahan Berbasis Elektronilt dengan susunan
Level 3 keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bapian tidak terpisahkan dari Keputusan
L 12 IPPD telah menetapkan dan Bupati ini.
eve membentuk tim Kolaborasi
KEDUA : M kan Ti bagai dimaksud pada Diktum
IPPD sudah melakukan Penerapan SPBE formal, serta sudah K;;:,gr;s r;uk’m FebRgmimans cimmiEne pacs
1Y H
Level 1 Kolaborasi Penerapan SPBE melakukan pertemuan secara rutin o menyampeikan ide/gagasan SPBE:
Instansi Pusat/Pemerlntah antar unit kerja/perangkat namun masih dalam bentuk b. mengembangkan Infrastrukiur dan Aplikasi SPBE;
daerah belum atau sudah daerah dan telah dilakukan kegiatan yang dilaksanakan pada c. meningkatkan kompetensi teknis SPBE;
membangun Kolaborasi sesuai perencanaan, hamun sebagian unit kerja/perangkat d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;
Penerapan SPBE namun bersifat belum ditetapkan secara formal daerah. e. meningkatkan kualitas layanan SPBE:
sementara dan tanpa I, menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait
perencanaan (ad-hoc) Kri ia Bukti Duk . ) . . SPBE kepada pengpuna SPBE (ASN, Pelaku Usaha,
riteria Bukti Dukung: Kriteria Bukti Dukung: dan Masyaralatj: dan
Kri ia Bukti Duk ¢ DOkumenFaSI aktivitas ® Dokumentasi aktivitas penetapan g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
(SR BULel DU Kolaborasi Penerapan SPBE dan/atau kegiatan Kolaborasi melalui Sekretaris Daerah.
¢ NOtUIenSI/laporan haSIl antar unit kerja/perangkat Penerapan SPBE' Seperti: PKS' KETIGA : Biaya sebapai akibat dari pelaksanaan Keputusan imi
rencana/pelaksanaan ] daerah sesuai dengan yang MoU Lo & P P |
Kolaborasi Penerapan SPBE sl K leh ) ) . dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
bukti d ! sl g ezl ?n el . L NOtUlenSI/IapOran keglatan rutin Daerah Tahun Angparan 2021 dengan Kode Rekening
ukti undangan rapat IPPD, dan/atau dilengkapi Kolaborasi Penerapan SPBE. Nomor : 2.16.03.2.02.10.
rencana/pelaksanaan bukti undangan rapat dan/atau bukti undangan KEEAPAT  Keoutuean Buost ini sl berlaia oad 1
Kolaborasi penerapan SPBE notulensi/laporan kolaborasi ; : ‘ e
. ’ p kegiatan Kolaborasi Penerapan ditetapkan.
dan/atau dokumentasi penerapan SPBE SPBE
aktivitas Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di
rencana/pelaksanaan internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal
Kolaborasi Penerapan SPBE Forum Kolaborasi di Instansi Pusat adanya Forum Satu
Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan
T kolaborasi quad helix atau lebih




INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan
SPBE secara terpadu seluruh unit
kerja/perangkat daerah. serta sudah
melakukan pertemuan secara rutin yang
dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi
Pusat/Kepala daerah. Dilakukan reviu dan
evaluasi secara berkala terkait efektivitas
Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi
untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam
mendukung pelaksanaan tugas/program
kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
daerah

® notulensi/catatan/laporan hasil
evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang
dilakukan secara berkesinambungan

® Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten
isu/permasalahan dan rekomendasi
perbaikan yang aktual

® Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan
Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan
Kolaborasi SPBE (opsional)

VA

DOKUMENTASI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

Surat Edaran Bupati tentang Integrasi Layanan Publik Elektronik dengan
Apliksi Gresikpedia

v,

BUPATI GRESIK

SURAT EDARAN

NTEGRAS! LAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK DENGAN APLIKAS! GRESIKPEDIA

Bagi OPD yang mere wakan Pembar

Pen L

o

BUPAT"I GRESIK

SURAT EDARAN

E P2 ]
x 5‘514@. ?

m

2. Surat Edaran Bupati tentang Instalasi Aplikasi Gresikpedia

slui Google Play Store denga:

ligresikpedia.gresikkab.go.id

yarakal yang ad

PROGRAM KERJA KOLABORASI LAYANAN PADA PORTAL G

TAHUN 2021
NO. NAMA LAYANAN NAMA APLIKASI OPD PEMILIK APLIKASI WAKTU
PELAKSANAAN

1 |Informasi Harga Pangan Sibapo Diskominfo Pebruari

2 |Informasi Open Data Open Data Diskominfo Pebruari

3 |Layanan Pariwisata Gresik Tourism Disparbud April

4 |Informasi Perumahan dan Pemukiman Rumahku Sip Dinas Perkim April

5 |Layanan BPJS BPJS Kesehatan BPJS April

6 [|Informasi Mal Pelayanan Publik Mal Pelayanan Publik DPM-PTSP April

7 |Layanan Pendaftaran Online Sim RS RSUD Ibnu Sina Mei +

8 |Informasi Ketersediaan Tiket Tiket Bawean PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur Juni

9 |Informasi Pendidikan Pendidikan Gresik PD Seru Dinas Pendidikan Juni Dokumen Reviu
10 [Layanan Simpeg Simpeg Badan Kepegawaian Daerah Juli dan Tindak Lanjut
11 |Informasi Agenda Gresikkab.go.id Agenda Diskominfo Agustus

12 |Layanan Kesehatan Simpus Dinas Kesehatan September

13 [CCTV CCTV Dinas Perhubungan Oktober




INDIKATOR 20

Kolaborasi Penerapan SPBE Level 5

IPPD melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan

SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara
(3/3) Dokumen Lama berkesinambungan
‘ LAMPIRAN
PERATURAN ......cccccnmiiiiinannnns 5 a q
NOMOR .. Tattim o0 Kriteria Bukti Dukung:
TENTANG e Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan
Hasil Reviu Kebijakan SPBE O ~0 q 0
. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA rekomendasi tindak Ianjut pelaksanaan Kolaborasi
S kv P v ey Py o - e » BPBE weorrerersnrertron (K/L/Pemda) Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
‘eum isusun Petunjul eknis Penyelenggara sesuai dengan amanat yang telal . .
haaptan CEBLIAKAN INTERNAL ® Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang
Diaksanaton peoyusigliPbeofliag Whan dat Persturan ......(Pimpioan K/JPemda) sebelumnya dan berisi perbaikan pelaksanaan Kolaborasi
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE PE’I‘UNJUK TEKNIS PENYELENGGARA lllllllllllllllllllllllll [K,{L,{ Pemda)
Penerapan SPBE
Layanan Publik
Dokumen Reviu Dokumen Baru ‘ - . -
dan Tindak Lanjut < :
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan: S Dokumen
TGl e ;, &, 7 penambahan
Owrar i1 ?S@’r'r‘liéofgéaéﬁﬁfﬁi%féog&nm KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 067/372/437.31/2020 - Q -perUbahan
Daftar Gambar TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH 2 penghapusan
Daftar Tabet I AR 1 m -
) m—— n 2 X = § Kegiatan
Nt O 3 l Kolaborasi
14 rase Pekerjaan i v
Rusng Urghup =
A e O 5o M .
162 Manajermen Informass i k _l._ I Y’; ﬁ_
N e ! | | == A
! e i T T T o i ] 0. i . : KEPALA XXX
183  TVahep Gop Anciysis : l | 2 ‘ OMOR TAHUN 2020
e — i [ e - TENTANG
Rencans Stratess — - I PENYELENGGARA BISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Vesi, Mk, can Tuguan P \ T | DI LINGKUNGAN XXX
d

KEPALA XXX,



Koordinasi Internal

Seluruh  unit  kerja  dan
perangkat daerah melakukan
koordinasi  internal, untuk
dapat berkolaborasi dalam
penerapan SPBE yang dapat
dilakukan. Kegiatan ini dapat
dikoordinasikan oleh
Koordinator SPBE.

Menyusun Kolaborasi
Penerapan SPBE

Menyusun dan menetapkan
kolaborasi penerapan SPBE
yang dapat dilakukan melalui
proses kerjasama antar
Instansi Pusat, Pemerintah
Daerah, perguruan tinggi,
lembaga penelitian, pelaku
usaha, dan masyarakat secara
terpadu.

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Menerapkan Kolaborasi
Penerapan SPBE

Penerapan kolaborasi penerapan SPBE,
disarankan untuk menerapkan Tata Kelola
Kolaborasi Penerapan SPBE dengan
mendokumentasikan pelaksanaan
kolaborasi melalui Tim/Forum kolaborasi
penerapan SPBE secara formal agar
pelaksanaannya selaras dan terpadu.




KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA

KASIH
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